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[bookmark: _GoBack]BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
[bookmark: _Hlk112652684]	 Pendidikan hakikatnya menjadi hak setiap individu untuk kebutuhan mengikuti perubahan perkembangan zaman di dalam budaya masyarakat. Pendidikan berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan negara. Hak memperoleh pendidikan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kualitas pendidikan akan membentuk sumber daya manusia yang dapat bersaing dan mengikuti perubahan dunia. Pemerintah wajib menyelenggarakan proses pendidikan yang baik secara demokratis,berkeadilan dan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dinyatakan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 1 “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegaranya tanpa diskriminasi”.



	Tolok ukur keberhasilan kebijakan adalah pada implementasinya. Menurut Merilee S. Grindle dalam agustino (2020: 159) menyatakan bahwa “keberhasian suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Implementasi kebijakan merupakan suatu yang jauh lebih penting dari 
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formulasi kebijakan. Menurut Udoji dalam Subarsono (2012: 30) Kebijakan-kebijakan yang tidak direalisasikan hanya menjadi perencanaan yang tersimpan rapih di dalam arsip. 
	Upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diadakannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Menurut khadowmi yang dikutip oleh Gustiana (2021: 2) sistem zonasi merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar terciptanya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Sistem zonasi mulai diberlakukan sejak tahun 2017 dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan pada tahun 2019 melalui  Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Menurut (Wahyuni, 2018: 14) Dengan adanya sistem zonasi mampu menciptakan pemerataan, siswa yang memiliki kemampuan atau berprestasi menyebar tidak hanya mendaftar di salah satu sekolah favorit saja. yang ditujukan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit atau unggulan.
	Penerapan kebijakan PPBD dengan zonasi merupakan salah satu kebijakan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan mutu pendidikan. Namun dalam kenyataannya, pemerataan pendidikan masih menjadi masalah di negara Indonesia ini. Menurut menteri pendidikan dan kebudayaan, mengklaim bahwa masalah pemerataan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia saat ini meliputi kurangnya sarana prasarana penunjang pendidikan. Adanya masalah tersebut membuat peserta didik yang merasa memiliki potensi lebih memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang memadai meskipun jauh dari tempat tinggalnya. Dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi masih adanya kesenjangan karena adanya sekolah negeri yang berlabel favorit dan unggulan. Sekolah yang berasal dari kalangan khusus membuat banyak hak istimewa yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar yang kompeten, serta prioritas utama dalam akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional, internasional. Hal itu membuat kesenjangan yang lebar bagi sekolah yang berstatus tidak unggul. Sehingga muncul dampal sekolah yang memiliki banyak siswa dan adanya sekolah yang kekurangan siswa. Ketidakmerataan ini berdampak pada dunia pendidikan nasional yang tidak baik (Bintoro, 2018: 49)
	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menegah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa dan diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. 
	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang dijelaskan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 pasal 16 Ayat (1) penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Sistem zonasi salah satu dari kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam waktu tertentu.
	SMA Negeri 7 Kota Cirebon merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi di Kota Cirebon. SMA Negeri 7 Kota Cirebon adalah salah satu sekolah yang banyak diminati memiliki fasilitas seperti ruang kelas, lab komputer, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya sudah lengkap atau memadai dan berbagai kejuaraan yang diraih oleh siswa di sekolah tersebut. 
	Berdasarkan observasi awal ketika kebijakan sistem zonasi ini diberlakukan menimbulkan kontra, dalam penerapannya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ini belum berjalan optimal khusunya di dalam masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal. Masyarakat yang masih belum paham atas kebijakannya, aplikasi dan jaringan yang kurang memadai sering mengalami gangguan, masih adanya anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit sehingga tujuan pencapaian adanya kebijakan sistem zonasi ini dapat terhambat.
Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan masalah yang terjadi, yaitu: 
1. Masih adanya orangtua siswa yang menganggap dirugikan dengan adanya kebijakan ini terutama siswa yang berprestasi karena sistem zonasi mengutamakan jarak tempat tinggal dan tidak mengutamakan nilai dari hasil ujian. 
2. Aplikasi yang disiapkan atau disediakan mengalami jaringan yang kurang memadai.
3. Banyak orangtua calon peserta didik baru yang alamat atau berdomisili di dekat dengan sekolah malah tidak bisa mendaftar karena jarak nya tidak terdaftar.
4. Timpangnya jumlah pendaftar di sekolah yang berada di daerah padat pemukiman dan sekolah yang sepi pemukiman.
5. Masyarakat masih belum memahami, bahkan tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi ini dan mempunyai anggapan adanya sekolah favorit disuatu daerah.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa kebijakan sistem zonasi belum terimplementasikan. Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Pada Cabang Dinas Wilayah X Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus di SMAN 7 Kota Cirebon)”. 

1.2 Rumusan Masalah
[bookmark: _Hlk112687115]Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum terimplementasikan secara optimal.

1.3 Identifikasi Masalah 
	 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diindentifikasi beberapa masalah yang terjadi, sebagai berikut:
1) [bookmark: _Hlk112687281]Bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat ?
2) Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat ?
3) Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat ?

1.4 Tujuan Penelitian
1) [bookmark: _Hlk112687498]Untuk mengetahui implementasi kebijakan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat.
2) [bookmark: _Hlk112652443]Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat.
3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian
1.5.1 Kegunaan Teoritis
1) [bookmark: _Hlk112688340]Untuk memperkaya wawasan ilmu tentang teori-teori yang ditekuni peneliti.
2) Berguna untuk menambah wawasan literatur yang mengembangkan ilmu yang ditekuni peneliti dalam bidang kajian yang diteliti.

1.5.2 Kegunaan Praktis
1) [bookmark: _Hlk112688378]Untuk masyarakat agar lebih mengetahui sistem zonasi pada Penerimaan Pesera Didik Baru (PPDB) biar lebih terarah dan paham.
2) Dapat dijadikan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.

1.6 Kerangka Pemikiran
1.6.1 Implementasi
		Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang didalamnya terdapat sebuah proses untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat. Tugas implementasi adalah membuat jaringan untuk merealisasikan kebijakan publik dengan kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan banyak pihak bekepentingan. 
	Menurut Syahruddin (2020: 3) menyatakan bahwa implementasi merupakan 
	“tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan program.”

		Menurut George C. Edward dalam Syahruddin (2020: 27) mengatakan bahwa 
“implementasi sebagai tahapan proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan.”

	Menurut Merilee S. Grindle dalam winarno yang dikutip oleh Syahruddin (2020: 28)  menyatakan bahwa
	“Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery sistem” dimana saran-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.”

	Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Syahruddin (2020: 30) merumuskan bahwa
“proses implementasi kebijakan publik yaitu: implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun pula dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.” 

		Menurut Islamy yang dikutip oleh Syahruddin (2020: 31) mengemukakan sejumlah tahapan implementasi yaitu:
a. Tahap pertama, terdiri atas kegiatan-kegiatan seperti menggabungkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas; menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
b. Tahap kedua, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta mode.
c. Tahap ketiga, meliputi kegiatan-kegiatan seperti menentukan jadwal; melakukan pemantauan; mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Sebuah kebijakan publik membutuhkan implementasi agar kebijakan membutuhkan implementasi agar kebijakan publik tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi publik secara keseluruhan. Dalam tatanan itu, Jones yang dikutip Tjilen (2019: 14) berpendapat bahwa “implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dan dalam kaitan itu terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu; organization, interpretation, dan aplication.

Menurut Schneider yang dikutip oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 19) menyatakan sebagai salah satu representasi para ahli tersebut, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: kelangsungan hidup (vialility), integritas teori (theoretical integrity), cakupan (scope), kapasitas (capacity), konsekuensi yang tidak diinginkan (unintended consequences). 
Sementara itu Sabatier dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 19-20) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasim ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah: 
1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran;
4) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijkan;
5) Dukungan para stakeholder;
6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

		Jadi implementasi merupakan wujud tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan yang dibuat. Implementasi menjadi elemen penting dalam berjalannya suatu kebijakan dengan sesuai harapan atau sebaliknya.
1.6.2 Implementasi Kebijakan
		Implementasi kebijakan prinsipnya adalah cara untuk agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Syahruddin (2020: 30) menyatakan bahwa implementasi kebijakan 
	“pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan privat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.”
	
		Menurut siagian yang dikutip oleh Tjilen (2019: 13-14) mengemukakan bahwa
	“yang dimaksud dengan impelementasi kebijakan adalah strategi dan desain pengelolaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai tingkat integrasi yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat yaitu: manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, serta daya, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi .”
	
		Padangan menurut Tjilen (2019: 14) mengenai pangan siagian ini mengatakan bahwa 
	“stategi sumber daya dalam melakukan implementasi kebijakan menurut pandangan siagian tersebut diatas meliputi keterlibatan segenap unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi seperti manusia, struktur proses administrasi dan manajemen, serta dana yang kesemuanya itu diperlukan guna pencapaian tujuan dari sasaran kebijakan organisasi. Dengan kata lain, penggunaan stategi sumber daya organisasi dalam birokrasi cara agar sebuah kebijakan publik yang menyangkut dengan kepentingan publik dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.”

		Menurut Van meter dan Van Horn (dalam M. Ridha Suaib 2016: 82) mengatakan 
“implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan yang dilakukan individu atau sekolompok orang pemerintahan dan swasta yang ditunjukan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

		Mazmanian dan Sabatier dalam Syahruddin (2020: 5) memahami bahwa implementasi kebijakan adalah
“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.”

		Menurut Winarno yang dikutip oleh Syahruddin (2020: 31) menyatakan bahwa
	“implementasi kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap salah satu atau lebih kekuatan-kekuatan yang menentukan dampak kebijakan.”
		Dalam proses implementasi kebijakan, sebenarnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan pelaksana, lebih dari itu jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak, dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada giliran berikutnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan (intented impact) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effect).
	Implementasi kebijakan tidak akan berjalan sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan proses kegiatan yang akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri yang dilakukan oleh berbagai aktor. 

1.6.3 Model-Model Implementasi Kebijakan
	Model implementasi kebijakan ada hubungannya atau bagian dari standar yang biasa diterapkan di dalam model kebijakan publik. Model-model implementasi kebijakan, bersifat abstrak dan operasional. Berkenaan dengan kepentingan analisis, yang perlu disikapi ialah bahwa semakin kompleks masalah dan semakin analisis yang dilakukan, diperlukan model yang lebih bersifat operasional. 

1) Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 
Model Grindle ini ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan komteks dari implementasinya (context of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, lalu implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. 
			Isi Kebijakan (content of policy) meliputi : (Syahruddin, 2020: 55)
(1)  Interest Affected (kepentingan yang mempengaruhi kebijakan). Dalam pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh pada implementasinya, hal itu haru diketahui.
(2)  Type of Benefits (tipe manfaat). Berusaha menunjukan dan memaparkan bahwa kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dijabarkan.
(3)  Extent of Change Emision (derajat perubahan yang ingin dicapai). Setiap kebijakan harus mempunyai target yang akan dicapai. Seberapa besar tujuan dan target yang ingin dicapai harus memiliki skala yang besar.
(4) Site of Decision (letak pengambilan keputusan). Pengambilan keputusan berperan sangat berperan dalam kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.
(5) Program Implementer (pelaksana program). Suatu kebijakan yang diambil perlu didukung adanya pelaksana kebijakan untuk keberhasilan jalannya suatu kebijakan.
(6) Resource Committed (Sumber daya yang digunakan). Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Sedangkan, Context of Policy (Lingkungan implementasi) meliputi:
(1) Kekuasaan. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses mengimplementasian kebijakan mencakup partisipasi tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keseluruhan aktor tersebut terlibat di dalam implementasi kebijakan, dan setiap aktor memiliki kepentingan dan wewenang tertentu pada kebijakan dan berusaha mencapainya dengan membuat ketentuan dalam prosedur alokasinya. 
(2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Dalam interaksi implementasi kebijakan yang spesifik akan mempertimbangkan penilaian kekuasaan dari para aktor, kepentingan-kepentingannya, dan strategi untuk mencapainya, serta karakteristik dari penguasa.
(3) Tingkat kepatuhan dan responsitivas kelompok sasaran. Agar kebijakan berjalan efektif, maka implementor harus memiliki keahlian dalam seni berpolitik dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan merealisasikan kebijakan publik dan program-programnya. 









Tujuan 
kebijakan
Hasil kebijakan
a. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok.
b. Perubahan dan penerimaan masyarakat.
Implementasi kebijakan dipengaruhi
A. Isi Kebijakan
1. Kepentingan kelompok sasaran
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang digunakan
B. Lingkungan Implementasi
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.


Tujuan yang dicapai



Program aksi dari proyek individu yang didesain dan didanai





Program yang dilaksanakan sesuai rencana

Mengukur keberhasilan

    Sumber: Syahruddin (2020: 59)
Gambar 1.1 
Model Implementasi Kebijakan 
Merilee S. Grindle 




2) Model Implementasi Kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.
	   	Model ini disebut a model of policy implementation process) model proses implementasi kebijakan). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang berkaitan. Beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik, sebagai berikut :
(1) Standar dan tujuan kebijakan. Suatu kebijakan harus memiliki standat dan tujuan yang jelas dan terstruktur agar tujuan dapat terwujud.
(2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumbe daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources). Proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu minim, maka kinerja kebijakan publik agak sulit diharapkan secara optimal
(3) Karakteristik agen pelaksana/Implementor. Yang dimaksud adalah struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu kebijakan.
(4) Disposisi Implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yaitu:
(a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang ada memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan:
(b) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
(c) Intensitas Disposisi Implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
(5) Komunikasi Antar Organisasi. Implementasi suatu kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Maka, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu kebijakan. 
(6) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif, akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.
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Sumber: Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1978
Gambar 1.2
Model Implementasi Kebijakan 
Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 



3) Model Implementasi Kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
		Mengembangkan kerangka implementasi kebijakan, mengindentifikasi tiga variabel bebas (independen variabel) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, sebagai berikut :
(1) mudah sulitnya mengedalikan masalah yang dihadapi (tractability of the problem). Meliputi indikator; (a) kesukaran teknis, (b) keragaman perilaku kelompok sasaran, (c) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (d) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
(2) Kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya (ability of statue to structure implementation). Meliputi indikator; (a) kejelasan dan konsistensi tujuan, (b) ketetapan alokasi sumber daya, (c) keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana, (d) aturan keputusan dari badan pelaksana, (e) rekruitmen pejabat pelaksana, dan (f) akses pihak luar secara formal.
(3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. (nonstatuary variabes ables affecting). Meliputi indikator; (a) kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi, (b) dukungan politik, (c) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, (d) dukungan dari pejabat atasan, (e) komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.
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Sumber: Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Gambar 1.3
Model Implementasi Kebijakan
Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier




1.6.4 Kebijakan Publik
Kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Secara umum kebijakan bisa diartikan dengan konsep dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur berbagai kepentingan umum dan orang banyak. Kebijakan publik umumnya dipahami sebagai salah satu usaha atau tindakan pemerintah yang diciptakan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, dengan bentuk pengaturan maupun keputusan. Kebijakan publik di dalamnya mengandung langkah-langkah atau upaya yang harus dijalankan oleh aparat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Negara memiliki kewajiban untuk berperan secara aktif di seluruh aspek kehidupan publik, maka sebagai salah satu implementasi dari peran kehidupan publik (pemerintah) adalah merealisasikaan kebijakan publik secara konkrit dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurut Dunn dalam Wibawa yang dikutip oleh Tjilen (2019: 16) menyatakan bahwa
“kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat”. Jadi kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan karena adanya permasalahan publik yang perlu disesaikan pemerintah.”

Seperti yang diakui Jones dalam Tjilen (2019: 12) bahwa “masyarakat telah banyak dipengaruhi oleh kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.” Kebijakan publik diperlukan guna mendorong terwujudnya pelayanan kepada publik (masyarakat) agar lebih berkualitas dan semakin meningkat, karena itu publik (masyarakat) merupakan subyek dari setiap kebijakan publik.
Pentingnya kebijakan publik menurut Wahab yang dikutip oleh Tjilen (2019: 12) bahwa memandang kebijakan sebagai
“suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

	Menurut Thomas R. Dye yang dikutip M. Ridha Suaib (2016) menyatakan bahwa 
“kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Itulah yang menimbulkan dampak cukup besar pada masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.”  

Pandangan tersebut diatas mengindikasikan bahwa sebuah kebijakan publik diperlukan guna mengatasi permasalahan publik, atau merealisasikan suatu sasaran tertentu.
	Menurut Easton dalam Syahruddin (2020: 23) mengatakan “kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses manajemen yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik.”
		Pandangan Ealau & Prewitt dalam Agustino (2017: 16) mengenai kebijakan publik adalah 
“kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”
			Friedrick yang dikutip oleh Agustino (2020: 15-16) definisi kebijakan adalah 
	“...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”
	Menurut Anderson dalam Agustino (2020: 16) mendefinisikan kebijakan publik adalah 
“serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.”
Menurut Agustino (2020: 17-18) menyatakan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama, yaitu:
1. Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu; kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang.
3. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang dimultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah.
4. Kebijakan merupakan “apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah.” dan bukan “apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah.”
5. Kebijakan publik bisa bersifat populer (pemberian insentif, pelaksanaan bantuan keuangan kepada rakyat miskin dan lainnya) tetapi juga dapat tidak populer (pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi dan sebagainya).
6. Kebijakan publik bisa bersifat positif maupun negatif. Untuk yang positif, kebijakan melibatkan untuk menangani suatu kebijakan dapat melibatkan tindakan untuk menangani suatu masalah (a deliberately purposive action); sedangkan yang negatif kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apapun (a deliberately purposive decision not to take action)
7. Kebjakan didasarkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

	Menurut Nugroho yang dikutip dalam Syahruddin (2020: 20-21) menyatakan bahwa kebijakan publik dalam kedudukannya memiliki nilai strategi karena merupakan salah satu komponen utama negara. Adapun komponen tersebut, yaitu :
1) Komponen lembaga-lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif),
2) Komponen rakyat.
3) Wilayah kedaulatan,
4) Kebijakan publik.

Pendapat Woll dalam Syahruddin (2020: 24) memberi definisi mengenai kebijakan publik bahwa 

“kebijakan publik sebagai sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.”

		Menurut Charles O. Jones dalam Syahruddin, (2020: 25) menyatakan bahwa 
	“Kebijakan publik sebagai suatu kegiatan lanjutan pemerintah di masa lampau namun diubah sedikit demi sedikit. Definisi ini dapat diartikan sebagai decision making, yaitu saat pemerintah membentuk suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu. Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat” 

		Arti ini juga bisa didefinisikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya jika terkena dampak dari suatu kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah.
Michael Howlett dan M. Ramesh dalam Syahruddin (2020: 22) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu :
1.) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2.) Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
3.) Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu tindakan.
4.) Implementasi kebijakan (policy implementation), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5.) Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

	Cara untuk memahami analisis kebijakan adalah memahami bermacam-macam aktivitas fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan itu sendiri. Harold D. Lasswell yang dikutip oleh Agustino Leo (2017: 59) memberikan skema yang melibatkan tujuh kategori analisis fungsional kebijakan publik, yaitu:
1) Intelegensi, mengumpul dan memproses informasi kebijakan.
2) Rekomendasi, membuat dan menawarkan alternatof kebijakan yang sesuai dengan masalah.
3) Preskripsi, mengumumkan dan menggunakam aturan umum yang digunakan oleh pihak berwenang.
4) Invokasi, menentukan perilaku yang boleh dan (mungkin) bertentangan dengan peraturan atau hukum.
5) Aplikasi, melaksanakan dan menerapkan hukum atau peraturan sesungguhnya.
6) Penilaian, mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan.
7) Penghentian (termination), menghentikan aturan hukum atau meneruskan aturan hukum dengan bentuk yang diubah atau diperbaiki. 

1.6.5 Konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi 
		Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan prosedur dari pelaksanaan pendidikan di tahun ajaran baru, proses pemilihan calon peserta didik yang diadakan oleh satuan pendidikan. Untuk menjalankan sistem pendidikannya, maka PPBD harus diadakan oleh tiap sekolah. Jalur dan kuota penerimaaan peserta didik baru, yaitu
1) Zonasi. Jalur PPDB menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik.
2) Afirmasi, jalur PPDB untuk calon peserta didik baru yang berasal dari keluarha ekonomi tidak mampu (KETM), dibuktikan kartu anggota program penanganan kemiskinan dari pemerintah/pemerintah daerah.
3) Prestasi, jalur PPDB berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik berdasarkan perolehan nilai akademik pada rapor atau prestasi yang diperoleh melalui perlombaan atau kejuaraan.
4) Perpindahan Tugas/Anak Guru, jalur PPDB untuk calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orangtua dan atau bagi anak guru.
Satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan, yakni:
(a) Jalur Zonasi, sebesar paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah
(b) Jalur Afirmasi, sebesar paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah
(c) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah
(d) Jalur Prestasi akademik sebanyak sisa kuota dari jalur lainnya.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki prinsip:
1. Obyektif, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat netral tanpa tekanan dari pihak lain yang menyalahgunakan wewenang.
2. Transparan, Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) terbuka diketahui oleh semua pihak terkait.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan.

Sistem Zonasi adalah kebijakan untuk menyeratakan akses pelayanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Kebijakan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menegah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratf pemerintahan tingkat kecamatan atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang diselengarakan pemerintah daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui Oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Jalur zonasi diberlakukan bagi pendaftar siswa baru yang berdomisili dengan jarak terdekat dalam zona sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk bagi anak penyandang disabilitas.sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah daerah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
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            ProsesModel Implementasi Kebijakan 
A. Isi Kebijakan
1. Kepentingan kelompok sasaran
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya yang dijabarkan
B. Lingkungan Masyarakat 
1. Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Tingkat kepatuhan dan daya tangkap pelaksana
(Merilee S. Grindle, 1980)
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1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian
1.7.1 Definisi Konsep Penelitian
1) Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam Syahruddin (2020: 28) memberi pandangan bahwa implementasi secara umum adalah membentuk suatu kaitan untuk mempermudah tujuan-tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu aktivitas pemerintah.
2) Menurut Thomas R. Dye yang dikutip Syahruddin (2020: 23) kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Itulah yang menimbulkan dampak cukup besar pada masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
3) Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kebijakan untuk menyeratakan akses pelayanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Jalur zonasi diberlakukan bagi pendaftar siswa baru yang berdomisili dengan jarak terdekat dalam zona sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk bagi anak penyandang disabilitas.sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satuwilayah daerah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian
Menurut Sugiyono (2019: 31) mengatakan bahwa operasionalisasi konsep adalah penentuan konstrak atau atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 
Dapat disimpulkan operasionalisasi konsep adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati, mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasionalisasi bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting.
Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian



	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle dalam Syahruddin (2020: 55)
	1. Isi Kebijakan (Content Of Policy)
	1. Kepentingan yang memengaruhi kebijakan
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana Program
6. Sumber daya yang digunakan

	
	2. Lngkungan Implementasi (Context Of Policy)
	1. Peran Aktor Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat
2. [bookmark: _Hlk112690249]Karakteristik Lembaga dan Penguasa
3. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon Dari Pelaksana



1.8 Metode Penelitian 
1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan
[bookmark: _Hlk112689390]Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2019: 9) mengatakan bahwa 
“metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai intrumen kuncim teknis pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.” 

Menurut Hardani dkk (2020: 255) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah
“penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.”

[bookmark: _Hlk112689408]Metode penelitian kualitatif digunakan agar data yang didapat akan lebih jelas dan mendalam karena data yang dihasilkan dengan melakukan wawancara lisan dengan informan terkait.
1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan
Untuk memperoleh data yang valid sesuai objek penelitian pemilihan informan sangatlah berpengaruh sebagai kunci dalam mendapatkan apa yang kita butuhkan. Teknik pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut sugiyono (2019: 218-219) mengatakan bahwa
 “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.”

 Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: 
Tabel 1.2
Daftar Informan Wawancara Penelitian


	No.
	Nama
	Status
	Jabatan
	Kode

	1.
	Bapak Asep Suhendi, S. Pd, M.M
	Informan Kunci
	Wakil koordinaror PPDB Jawa Barat
	CL.1

	2.
	Bapak Cartab, M. Pd
	Informan Pendukung
	Staff Bidang Kesiswaan SMAN 7 Kota Cirebon
	CL.2

	3.
	Ibu Meli
	Informan Pendukung
	Masyarakat selaku orangtua siswa
	CL.3







1.8.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu :
1. Observasi, yaitu mengamati langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2018: 229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.
2. Wawancara/Interview, yaitu memperoleh data dengan melakukan tanya jawab dengan informan/narasumber. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan secara mendalam (depth interview).
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.
4. Studi kepustakaan/literatur, yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu dari buku-buku, arsip, laporan dinas, monografi, surat kabar, internet, dan sumber-sumber tertulis lainnya.
1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data
Pengujian keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (2018: 330) mengatakan bahwa adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 
Menurut Patton dalam Moleong (2018: 330-331) mengemukakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.8.5 Teknik Analisis Data
Analisis data Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2019: 244) menyatakan bahwa 
“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari.”

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022: 133-142) mengatakan bahwa langkah-langkah analisis data, yaitu sebagai berikut:
a. Pengumpulan Data (data collection), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya
b. Reduksi Data, yaitu merangkum, memiliih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
c.  Data Display (penyajian data), yaitu dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
e.	Penarikan kesimpulan (conclusion Drawing,verificaton), yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam peneltian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Setelah diproses kemudia ditarik kesimpulan, kesimpulan tersebut lalu diverifikasi dengan melihat pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

1.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian
1.9.1 Lokasi Penelitian
Menurut Hardani, dkk (2020: 273) mengatakan bahwa lokasi penelitian menyangkut dengan identifikasi karakteristik lokasi, alasan memilih lokasi serta cara peneliti memasuki lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 99 Pekiringan, Kec. Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat 45131 dan di SMA Negeri 7 Kota Cirebon di Jalan Perjuangan No.7 Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135. 
Alasan peneliti melakukan penelitian di Lokasi ini, karena:
a. Terdapat masalah di lokasi penelitian yang harus dipecahkan
b. Data yang diperlukan dalam penelitian mudah didapatkan
c. Lokasi penelitian terjangkau.
1.9.2 Jadwal Penelitian
Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan yang dimulai bulan Maret dan berakhir bulan September 2022.  Tabel jadwal penelitian dapat dilihat sebagai berikut ini :
Tabel 1.3
Jadwal Penelitian 2022
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